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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Situbondo. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisi dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang ada tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Situbondo khususnya Satuan Lalu Lintas. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Polres Situbondo khususnya Satuan Lalu Lintas menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dijalan oleh pengguna jalan khususnya kepada anak. Upaya diakukan secara berjenjang baik berupa kegiatan Preemtif, Preventif dan Represif/penegakan hukum. Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo mengedepankan kegiatan Preemtif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berupa giat  Binluh dan Dikmas Lantas baik kepada pelajar di sekolah-sekolah maupun kepada anak dan para orang tua dilingkungan tempat tinggal. Upaya Represif/penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Satuan lalu Lintas Polres Situbondo dalam menanggulangi dan menekan angka pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Hal terpenting adalah peran serta masyarakat, orang tua dan para pemangku kepentingan/instansi terkait dalam memberikan pemahaman tertib berlalu lintas serta tersedianya fasilitas angkutan umum yang menjangkau semua tempat sehingga penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat berjalan optimal.

Kata  kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Anak, Faktor, Upaya
ABSTRACT

This study aims to determine what factors cause the high traffic violations committed by children in the period January 2016 to June 2017, as well as to find out what efforts can be made to minimize the occurrence of traffic violations committed by children. children in Situbondo Regency.

The data obtained was then analyzed by comparing the real situation and existing data about traffic violations committed by children and what efforts were made by the Situbondo Police, especially the Traffic Unit.

Based on the analysis of the data and facts, the authors conclude that the Situbondo Police, especially the Traffic Unit, applies Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to reduce the number of road traffic violations by road users, especially to children. Efforts are carried out in stages, in the form of Pre-emptive, Preventive and Repressive activities/law enforcement. The Situbondo Police Traffic Unit prioritizes Preemptive activities in tackling traffic violations committed by children in the form of Binluh and Traffic Dikmas both to students in schools as well as to children and parents in the neighborhood. Repressive efforts / law enforcement are the last resort carried out by the Situbondo Police Traffic Unit in tackling and reducing the number of traffic violations committed by children. The most important thing is the participation of the community, parents and related stakeholders/agencies in providing an understanding of traffic order and the availability of public transportation facilities that reach all places so that the handling of traffic violations committed by children can run optimally.
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PENDAHULUAN

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas telah disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
 Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. 


Indonesia sebagai Negara berkembang terus menerus meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, pembangunan tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastruktur yang memadai salah satunya adalah pembangunan jalan. Namun yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan segala aspek mengenai pembangunan jalan tersebut berkaitan dengan lalu lintas. Oleh karena itu dibetuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era refomasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Sistem transportasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, hal ini bertujuan untuk memperlancar proses kehidupan masyarakat.


Di era yang semakin maju ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, tidak hanya pada daerah perkotaan saja tetapi juga pada daerah pedesaan, masyarakatnya setiap hari selalu disibukkan dengan mobilitas bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan mobilitas yang tinggi tersebut, sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan jalur darat (jalan raya) ketimbang jalur air maupun jalur udara, karena jalur darat (jalan raya) merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.


Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam permasalahan lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat.
 Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.


Meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi berdampak pula pada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang juga meningkat, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak. Contohnya orang tua yang tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah, akhirnya menyuruh anaknya berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor. Kasus-kasus seperti ini sering sekali dijumpai dan bahkan tidak jarang anak-anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara kendaraan lalu lintas bukan hanya persoalan yang kecil namun akibat yang ditimbulkan juga besar dalam kecelakaan lalu lintas.


Kasus-kasus yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana dikemukakan di atas sangat perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti. Hal ini merupakan tugas bagi aparat Kepolisian terutama aparat Kepolisian Lalu Lintas untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak bahwa mereka belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 karena tidak menutup kemungkinan akan berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas dan hal tersebut dapat merugikan bagi mereka sendiri maupun orang lain.


Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satuan lalu Lintas Polres Situbondo, yaitu dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Himmawan Setiawan, S.I.K. selaku Kasat Lantas Polres Situbondo. Ia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor misalnya membawa sepeda motor sendiri ke sekolah, salah satunya karena sudah mendapat izin dari orang tua. Ia juga mengatakan kebanyakan pelajar baik tingkat SMP maupun SMA memang menggunakan sepeda motor untuk pergi dan pulang sekolah. AKP Himmawan Setiawan, S.I.K. juga menyebutkan bahwa Polres Situbondo telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah ini, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan secara rutin. Namun permasalahan ini tidak bisa dengan begitu cepat teratasi, dari data yang ada di Satlantas Polres Situbondo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2017 terjadi sebanyak 2.459 pelanggaran yang melibatkan anak-anak di bawah umur meskipun tidak semua anak-anak tersebut adalah pelajar. Rata-rata jenis pelanggaran yang dilakukan adalah tidak memiliki kelengkapan dalam mengemudi.


Data yang ada di Satlantas Polres Situbondo menyebutkan bahwa dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 terjadi sebanyak 2.459 pelanggaran yang dilakukan oleh anak
, meskipun tidak semua anak tersebut adalah pelajar. Dari semua pelanggaran tersebut diteruskan ke Pengadilan Negeri Situbondo untuk diproses sidang.


Terlepas dari peran orang tua dalam mengawasi anaknya, aparatur negara seperti halnya Kepolisian harus ikut mengambil andil dalam penertiban lalu lintas terutama dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pengertian Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.


Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahakan kedamaian pergaulan hidup”. Penegakan hukum secara kongkrit adalah berlakuknya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.


Banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun banyak faktor yang mempengaruhi kondisi anak. Menurut Mustofo, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada periode usianya yang masih muda disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah.
 Banyak hal-hal yang akan berdampak pada anak tersebut apabila hanya karena sebuah pelanggaran anak tersebut harus merasakan pemidanaan.

Metode Penelitian 

Metode penulisan mutlak diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Didalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yang sesui dengan obyek studi. Metode yang dimaksud dalam hal ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum. Metode tersebut digunakan dengan tujuan agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis ilmiah.metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut 1. Tipe Penelitian


Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian di hubungakan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah


Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparativ approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
 Berkaitan dengan pendekatan tersebut, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
 Adapun peraturan hukum positif yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.
Studi kasus (case study) merupakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.Pada intinya studi ini berusaha menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya. Artinya bahwa terhadap satu kasus diadakan suatu pemahaman serta pemusatan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.
 Dalam hal ini penulis menyoroti tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di daerah hukum Polres Situbondo.

3.
Pendekatan konseptual (conseptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang di hadapi.
 Berkaitan dengan pendekatan konseptual ini penulis akan mempelajari tentang suatu permasalahan hukum yang timbul dari penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh di daerah hukum Polres Situbondo.

3. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya di lakukan. Bahan hukum yang di gunakan didalam skripsi ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Undang -undang Dasar Tahun 1945

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )

d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku- buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Hal ini terbukti dengan semakin banyak kendaraan di jalanan yang sudah pasti menyebabkan kemacetan. Keadaan ini tentunya merupakan salah satu perwujudan perkembangan teknologi modern. Namun dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran lalu lintas bahkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Kurangnya pemahaman pengemudi kendaraan bermotor tentang aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas bukan hanya orang dewasa, melainkan sering dijumpai juga pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.  Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki SIM.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :

1. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

4. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

5. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

7. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

8. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau

9. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan tanpa kehadiran pelanggar. Untuk pelanggaran yang tidak dapat dapat hadir pada acara pemeriksaan cepat dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.


Bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak sekolah adalah tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ada juga yang membawa helm akan tetapi tidak digunakan dan hanya diletakkan untuk berjaga-jaga ketika ada ada polisi lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas khususnya anak sekolah yang masih dibawah umur. Mereka cenderung berpikiran bahwa patuh terhadap peraturan lalu lintas ketika ada polisi.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. 
Pasal 16

(1)
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

2.
Pasal 17

(1)
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a.
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b.
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c.
membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2)
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

3.
Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
4.
Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

5.
Pasal 64

(1)
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2)
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.
perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

b.
penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c.
penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d.
penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e.
pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f.
pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g.
perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3)
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.
upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b.
upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c.
pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d.
pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan.

Penanganan terhadap pidana pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam kasus ini berlakulah asas hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana ringan yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila tindak pidana ringan dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah usia 12 tahun, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

a.
Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau 

b.
Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak
Dalam kegiatan Polisi lalu lintas baik itu berupa preemtif, preventif , dan represif bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat berbagai hambatan sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan tidak dapat tercapai secara maksimal. Berikut hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Himmawan Setiawan, S.I.K.

1. Faktor-faktor yang  menjadi hambatan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, antar lain :

a. Kultur orang tua yang terkesan melakukan pembiaran dengan mengijinkan putra-putrinya mengendarai sepeda motor untuk berangkat ke sekolah.

b. Keengganan orang tua untuk mengantarkan putra-putrinya berangkat ke sekolah dikarenakan kesibukan kerja atau aktifitas lainnya.

c. Anak sekolah merasa enggan untuk menggunakan sepeda pedal pada saat berangkat ke sekolah dikarenakan jarak yang jauh dengan rumah tempat tinggal.

d. Terbatasnya angkutan umum yang dapat digunakan anak untuk berangkat ke sekolah.

e. Keterbatasan personil lalu lintas mengingat panjangnya jalur dan luas wilayah Kab. Situbondo, sehingga tidak semua lokasi rawan pelanggaran  bisa terkontrol secara terus menerus dimana pola pikir pengguna jalan “tertib ketika ada polisi”.

f. Kurangnya Sumber Daya Manusia terkait pemahaman orang tua terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Kami sudah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai wujud kepedulian kami guna membentuk generasi penerus bangsa yang taat terhadap aturan dalam hal ini di bidang lalu lintas. Upaya kami dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkatan sekolah, sebagai contoh kegiatan Polsanak (Polisi Sahabat Anak) berisi tentang pengenalan dasar terhadap rambu-rambu dan peraturan lalu lintas yang ditujukan bagi anak usia dini, police goes to school berisi tentang pengenalan terhadap ketentuan aturan dalam berlalu lintas ditujukan bagi anak pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Dalam pembentukan kesadaran tertib berlalu lintas khususnya pada anak, kami lebih mengedepankan upaya preemtif dan preventif dengan harapan bahwa ketaatan mereka terhadap aturan lalu lintas timbul dari kesadaran mereka sendiri tanpa adanya paksaaan. Tindakan represif berupa penindakan tilang merupakan upaya terakhir Kami terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

3. Di wilayah hukum Polres Situbondo untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan sudah dilakukan penindakan dengan tilang menurut data yang masuk ke Ur Tilang Satlantas Polres Situbondo periode tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 sebanyak 2.459 pelanggar.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka faktor dominan yang menjadi hambatan dalam penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah terbatasnya angkutan umum yang dapat digunakan anak untuk berangkat ke sekolah sehingga anak cenderung untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi meskipun tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas di dalam Bab III, penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak dini, sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penciptaan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguana jalan berperilaku tertib, dan penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Penanganan terhadap pidana pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam kasus ini berlakulah asas hukum lex specialis derogat legi generalis yang menyebutkan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Penanganan pidana anak telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Apabila terdapat tindak pidana ringan dalam hal ini pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah usia 12 tahun, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak belum berjalan secara maksimal dikarenakan terbatasnya angkutan umum yang dapat digunakan anak untuk berangkat ke sekolah mengingat jarak sekolah yang jauh dengan rumah tempat tinggalnya, orang tua yang tidak dapat mengantarkan anak ke sekolah karena kesibukan kerja atau aktifitas lainnya sehingga anak cenderung untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi untuk berangkat ke sekolah, kurangnya sumber daya manusia terkait pemahaman orang tua maupun anak terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga terdapat faktor keterbatasan personil lalu lintas mengingat panjangnya jalur dan luas wilayah Kab. Situbondo, sehingga tidak semua lokasi rawan pelanggaran  bisa terkontrol secara terus menerus dimana pola pikir pengguna jalan “tertib ketika ada polisi”

Saran 

1.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan pelanggaran yang dilakukan oleh anak harus lebih mengutamakan upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terhadap anak dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak dini, sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penanganan pelanggaran lalu lintas melalui penegakan hukum yaitu dengan tilang merupakan upaya terakhir.

2.
Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk menyiapkan kendaran angkutan umum  yang dapat digunakan oleh anak untuk berangkat ke sekolah, dimana pengoperasian angkutan umum tersebut tersebar di pedesaan maupun perkotaan sehingga dapat menekan angka penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA
Buku :

Agung Suprananto, 2005, Reformasi Manajemen Keuangan Polri, Partnership: Jakarta

Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Dezin Guba dan Penerapannya, Tiara Wacana: Yogyakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Depdiknas: JakartaMedi Erwisen Purba, 2013, Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta

Muhamad Mustofa, 2007, Kriminologi “Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum”, Fisip UI Press

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Predara Media Group: Jakarta

Poerwadarminta W.J.S, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka: Jakarta

Naning Ramdlon, 1982, Pendidikan Politik dan Regenerasi, Liberty: Yogyakarta

Sadjijono, 2008, Hukum Kepolisian “Polri dan Good Governance”, Laksbang Mediatama: Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama: Bandung

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahn 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website :

Andy Lesmana, “Definisi Anak”,  https://kompasiana.com/alesmana/definisi-anak/ diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 20.30 WIB

Dedek Buana, “Tugas dan fungsi dan peranan polisi”,  https://artikelddk.com/tugas-dan- fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas / diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 21.00 WIB

Ririn Puspitasari, “PENGERTIAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG”,  http://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 23.00 WIB

University of Sumatera Utara Institutional Repository, http://repository.usu.ac.id/ diakses pada tanggal 01 Agustus  2017 Pukul 21.00 WIB

Universitas Kristen Satya Wacana,  https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8376/1/T1_312013712_BAB%20I, diakses pada tanggal 02 Agustus 2017 Pukul 19.00 WIB

� Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo


� Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945


� Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, Hlm. 20.


� Wawancara dengan AKP Himmawan Setiawan, S.I.K., Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo, Pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB.


� Data diperoleh dari Satlantas Polres Situbondo. Pada tanggal 24 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB


� � HYPERLINK "http://www.repository.usu.ac.id" �http://www.repository.usu.ac.id�, diakses pada tanggal 01 Agustus 2017 Pukul 21.00 WIB


�� HYPERLINK "http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8376/1/T1_312013712_BAB%20I" �http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8376/1/T1_312013712_BAB%20I�, diakses pada tanggal 02 Agustus Pukul 19.00 WIB


�Muhamad Mustofo, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press, 2007, Hlm. 25.


� Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Predara Media Group, Jakarta, Hlm. 29


� Ibid, Hlm. 93


� Ibid, Hlm. 93


� Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Dezin Guba dan Penerapannya, Tiara Wacana, Yogyakarta, Hlm. 26


� Peter Mahmud Marzuki Op.cit, Hlm. 95 


� Ibid, Hlm. 141


� Ibid, Hlm. 141





2

